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ABSTRAK 
 

WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA)  

PADA USAHA KUE DI PASAR KOTAGAJAH 

 

Oleh: MENTARI KARTIKA PUTRI 

 

Seiring dengan perkembangan zaman jual beli juga mengalami 

perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya jual beli 

pesanan yang didalamnya terdapat pemesanan barang dari pembeli (muslam) 

kepada penjual (muslam alaih) dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya. 

Akad pesanan atau istishna’ adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak 

pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua 

(orang yang membuat atau produsen). Proses penjualan dengan cara akad pesanan 

kue di Pasar Kotagajah tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang terjadi 

komplain dari pemesan dan dari pembuat kue. Ketika waktu yang telah disepakati 

tiba. Dalam hukum perdata wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban). 

Praktiknya seseorang dianggap wanprestasi jual beli apabila ia tidak memenuhi 

kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti 

yang telah diperjanjikan maka dalam penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana 

wanprestasi jual beli pesanan (Istishna) pada usaha kue di Pasar Kotagajah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (fiel research) 

dengan sifat penelitian deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, 

faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki 

kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik 

pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan 

keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif 

adalah dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitiannya adalah 1) bentuk akad yang terdapat pada jual beli 

pesanan pada usaha kue ini yaitu masyarakat tidak mengenal apa itu akad menurut 

mereka akad itu adalah datangnya pihak pemesan ke tempat si pembuat kue 

dengan memesan sebuah kue jajanan pasar. Praktek yang dilakukan para pihak 

telah sesuai dengan akad Istishna‟, pembayaran ditangguhkan dan kue-kue yang 

dipesan diserahkan kemudian. Namun setelah akad terjadi disana terlihat adanya 

wanprestasi yaitu pihak pembuat kue terlambat pengantaran kue pesanan kepada 

pembeli. 2) Pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Kotagajah 

tersebut menimbulkan kesenjangan akan tetapi setelah penulis meneliti mengenai 

hal ini termasuk kepada wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam menetapan 

sanksi yang dilakukan oleh pemesan berupa pemotongan harga yang dilakukan 

secara sepihak tanpa adanya kesepakatan antara para pihak yang mengakibatkan 

pihak pembuat kue tidak ridha atau adanya keterpaksaan dalam akad tersebut. Jual 

beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka). Transaksi yang dilakukan oleh 

para pihak tersebut hukumnya tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu 

syarat sahnya jual beli yaitu saling rela antara kedua belah pihak. 
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MOTTO 

 
 

هَا يُّ
َ

أ يوَ ٱ يََٰٓ ِ سَمّّى فَ  لَّذ جَلٖ نُّ
َ

ُ  ٱءَانَيُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِيوٍۡ إلَََِٰٓ أ  كۡتُبُوه
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu 

perikatan (bermu‟alamah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu,  

maka hendaklah kalian menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah; 282).
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akad merupakan hal yang penting dalam kegiatan ber-muamalah. 

Secara etimologi, akad berasal dari bahasa arab ―al aqdu‖ yang berarti 

perikatan, perjanjian dan pemufakatan.
1
 Perjanjian (akad) mempunyai arti 

penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak 

aktivitas keseharian masyarakat. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan 

seorang wanita dalam suatu kehidupan bersamadan melalui akad juga berbagai 

kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. 

Jual beli adalah aktifitas yang dihalalkan Allah untuk setiap muslim, 

dan anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar telah banyak 

disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya surat An-Nisa‟ ayat 29 berbunyi: 

هَا يُّ
َ

أ يوَ ٱ يََٰٓ ِ ِ  لَّذ َٰلَكُم بيَۡيَكُم ب نۡوَ
َ

ْ أ كُلوُٓا
ۡ
تأَ ْ لََ  نَيُوا َٰطِلِ ٱءَا َٰرَةً  لۡبَ تجَِ تكَُونَ  ن 

َ
ٓ أ إلَِذ

ىفُ 
َ

نِّيكُمۡ  وَلََ تَقۡتُلوُٓاْ أ ترََاضٖ  َ ٱسَكُمۡ  إنِذ عَو  ا  للّذ   ٢٩كََنَ بكُِمۡ رحَِيهى
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (Q.S. An – Nisa : 29).
2
 

 

Jual beli pada praktiknya harus dilaksanakan secara jujur agar tidak 

terjadi saling merugikan, serta untuk menghindari kemudaratan dan tipu daya. 

Oleh karena itu jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka. 

                                                 
1
 Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), 101. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 47. 



 

 

2 

Sebaliknya keadilan menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang 

bisa mengurangi keuntungan harus dijaga. 

Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) harus relevan dengan 

rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur 

penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. 

Islammelarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan 

syara‖ yang menimbulkan ketidakjujuran dan ketidakjelasan barang yang 

diperjualbelikan. Karenanya untuk memperoleh transaksi yang baik harus 

dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak, saling suka sama suka dan 

tidak menutupi kekurangan yang terdapat pada barang. 

Islam juga memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan 

(administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian 

dalam hubungan-hubungan dagang. Sebagaimana diisyaratkan Allah SWT, 

apabila dilakukan perikatan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai 

supaya dilakukan penulisan.3 Firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 282 yaitu: 

هَا يُّ
َ

أ يوَ ٱ يََٰٓ ِ سَمّّى فَ  لَّذ جَلٖ نُّ
َ

  كۡتُبُوهُ  ٱءَانَيُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِيوٍۡ إلَََِٰٓ أ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Q.S. Al-Baqarah; 282).
3
 

 

Ayat ini menjelaskan arti pentingnya suatu dokumen yang akurat 

dalam transaksi pedagangan yang dilakukan secara berutang, karena 

penyerahan atau pembayaran dilaksanakan pada masa yang akan datang. 

Transaksi seperti ini mesti dijelaskan secara terperinci waktu penyerahannya, 

                                                 
3
 Departemen Agama RI, 67. 



 

 

3 

maupun waktu pembayarannya, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak 

yang melakukan kontrak, dan menuliskannya.
4
 

Perkembangan kegiatan perdagangan yang semakin meluas dan 

berbagai macam perdagangan baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, 

cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah seperti ecommers dengan 

menggunakan internet dalam melakukan transaksi pemesanan barang, bahwa 

pembayarannya dilakukan melalui internet Banking atau sarana pembayaran 

bayar seperti atm tersebut. 

Jual beli dengan sistem pesanan dalam Islam disebut pesanan yang 

lazim disebut istishna, Bai‟ istishna‟ adalah akad jual beli antara mustashni‟ 

(pemesan) dan shani‟ (pembuat) atas sebuah barang dengan spesifikasi 

tertentu (mashnu).
5
 Dalam Bai‟ Istisna‟, spesifikasi dan harga barang pesanan 

haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan 

sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui 

cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. 

Akad pesanan atau istishna’ adalah suatu akad antara dua pihak di 

mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada 

pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu 

barang, seperti lemari, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat 

atau produsen).
6
 

                                                 
4
 Hulwati, Ekonomi Islam: Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di 

Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia (Ciputat: Ciputat Press, 2006), 5. 
5
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

136. 
6
 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

1989), 631. 
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Pesanan adalah akad yang menyerupai akad salam, karena bentuknya 

menjual barang yang belum ada (ma‟ dum), dan sesuatu yang akan dibuat itu 

pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. 

Perdagangan dengan cara pesanan menjadi sangat penting karena banyak 

transaksi perdagangan berjalan dengan pengembangan akad ini. 

Dalam kurun waktu yang lama akad ini dianggap menjadi bagian dari 

salam. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman yang terjadi pada tiga madzhab 

yaitu Maliki, Syafi‟i dan Hambali. Akad pesanan sah dengan landasan 

diperbolehkannya akad salam, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia 

dalam bertransaksi (urf). Dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat 

sebagaimana disebutkan dalam akad salam. 

Salah satu yang penting dalam Aqad Istisna‟ adalah adanya serah 

terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syafi‟iyyah 

menambahkan, prosesi penyerahan objek akad (mashnu) bisa dibatasi dengan 

waktu tertentu, atau tidak.
7
 Meskipun waktu penyerahan tidak harus 

ditentukan dalam akad pesanan, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan 

maksimum, yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, 

pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. 

Namun demikian, harga dalam pesanan dapat dikaitkan dengan waktu 

penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi 

keterlambatan, penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu 

perhari keterlambatan. Apabila jangka waktu penyerahan tidak 

ditentukan di awal akad dan tidak disepakati bersama, maka jual beli 

pesanan ini mengandung unsur gharar yaitu tidak adanya kepastian 

dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan.
8
 

                                                 
7
 Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 138. 

8
 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 99. 



 

 

5 

Hukum Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung 

gharar. Karena jual-beli yang mengandung unsur gharar akan merugikan salah 

satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dan 

prinsip setiap muamalah, kesepakatan penentuan jangka waktu penyerahan 

barang merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam akad pesanan. 

Praktek jual beli pesanan diantaranya dapat di temukan pada jual beli 

kue aneka jajanan pasar yang dipesan langsung pada pembuatnya. Penjual kue  

melayani jual beli cara pesanan selain pembelian secara langsung, proses jual 

beli dengan cara langsung yang dilakukan oleh penjual kue yaitu dengan 

melakukan transaksi langsung barang yang dipilih oleh pemesan dengan 

memberikan rincian model dan jumlah kue yang dipesan. 

Jual beli kue secara pesanan tersebut adalah sebuah tempat penjualan 

kue yang melayani pemesanan aneka kue atau snack. Pemesan yang 

ingin memesan bisa lewat telefon atau langsung datang ke rumah. 

Dalam sistem pemesanan ini menetapkan adanya pembayaran uang 

muka atau DP sebesar 30% sampai 50% dari perkiraan harga total, 

yang mana harga totalnya itu belum diketahui secara jelas atau pasti 

oleh pihak pemesan. Harga totalnya baru akan diketahui setelah 

pesanan selesai dikirim kepada pemesan.
9
 

 

Sedangkan untuk pelunasan sisa pembayaran, dalam hal ini pihak 

pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya 

segera mereka lunasi sesuai dengan kesepakatan. Pihak penjual dalam 

hal ini sudah meminta pelunasan kepada pihak pemesan dengan cara 

yang baik serta memberikan jangka waktu beberapa hari untuk 

melunasinya. Alasan pihak pemesan adalah karena masih sibuk 

dengan acara yang mereka adakan sebelumnya, sehingga dalam hal ini 

pihak penjual yang merasa dirugikan.
10

 

 

Proses penjualan dengan cara akad pesanan kue di Pasar Kota Gajah 

tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang terjadi komplain dari 

                                                 
9
 Wawancara pedagang Kue di Pasar Kotagajah Desember Tahun 2022 
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pemesan dan bahkan dari pembuat kue aneka jajanan pasar. Ketika waktu 

yang telah disepakati telah tiba. Dalam hukum perdata disebut wanprestasi 

(tidak melaksanakan kewajiban). Dan selain itu pemesan juga wanprestasi 

dikarenakan barang sudah selesai namun yang memesan tidak datang 

menjemput, namun kasus itu jarang terjadi di Pasar Kota Gajah. 

Menurut Subekti dan juga terdapat dalam KHES, bentuk wanprestasi 

ada empat macam : 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 

2). Melaksanakan yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, 

3). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 4). Melakukan sesuatu 

yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
11

 

Akad jual beli pesanan (Istishna’) dikatakan berhasil jika pembeli 

menerima kue yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi dan ciri-ciri yang 

dimaksudkan oleh pembeli, dan juga penjual menerima pembayaran sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun, di dalam transaksi 

antara pihak penjual kue dan konsumen ada kendala yang dihadapi dan juga 

belum optimalnya implementasi jual beli pesanan (istishna’) pada usaha kue 

di pasar Kotagajah, seperti tidak tepat waktunya pembuatannya terlambat 

tersebut (tidak sesuai kesepakatan yang dilakukan), juga adanya keterlambatan 

dan tidak dibayar sama sekali proses pembayaran yang dilakukan oleh 

pembeli sedangkan kue yang dipesan sudah diterima oleh pembeli.  

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji 

permasalahan tersebut, selanjutnya peneliti ingin mengadakan penelitian 

                                                 
11

 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2008), 45. 
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secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah 

karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul Wanprestasi Jual 

Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Kue di Pasar Kota Gajah. 

B. Pertanyaan Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat mempermudah penyusun untuk membatasi 

masalah yang akan diteliti merumuskan masalah yakni:  

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam  jual beli Istishna pada usaha 

kue di Pasar Kota Gajah? 

2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi terhadap aqad jual beli 

pesanan(Istishna) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah? 

C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam  jual beli Istishna 

pada usaha kue di Pasar Kota Gajah. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi terhadap aqad jual 

beli pesanan(Istishna) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian keuntungan tertentu yang diperkirakan akan 

dilakukan. Keuntungan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis memberikan kontribusi pemahaman bagi kemajuan di 

masyarakat tentang wanprestasi jual beli pesanan (istishna) usaha kue 

di Pasar Kota Gajah yang memberikan pengetahuan. 
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2. Manfaat praktis dapat memberikan masukan atau sumbangan 

pemikiran kepada pihak terkait, mengenai wanprestasi jual beli 

pesanan (istishna) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah permasalahan 

yang diakibatkannya 

D. Penelitian  Relevan  

Penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan 

dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa 

masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian 

sebelumnya.
12

 Pada kajian terdahulu, telah terdapat beberapa kajian yang 

memiliki kemiripan dengan kajian ini, yakni: 

1. Hafidatul Hasanah yang berjudul ―Studi Analisis Tentang Penyelesaian 

Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah di Desa Pasarejo Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah.
13

  

Hasil penelitian ini 1)  Pelaksanaan dalam jual beli sawah yang 

ada di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, yaitu 

menggunakan pembayaran secara bertahap dengan harga yang ditentukan 

dan dengan waktu pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. 

(2) Bentuk penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli telah 

sesuai dengan fiqh muamalah, yang mana kedua belah pihak lebih 

memilih menyelesaikan wanprestasi tersebut secara kekeluargaan (Al-

Shulhu). 

                                                 
12

 Zuhairi, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro (Metro: IAIN Metro, 

2018), 39. 
13

 Hafidatul Hasanah, ―Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli 

Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh 

Muamalah,‖ Skripsi UIN KH Ahmad Shidiq Jember (2021). 
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2. Novinda Tri Siswandari berjudul Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order 

Melalui Layanan Internet.
14

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi dalam 

kontrak pre order melalui layanan internet ada bermacam-macam, antara 

lain penjual tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli,barang 

yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, dan 

penjual mengirim barang tidak tepat waktu. Dalam perdagangan melalui e-

commerce baik penjual dan pembeli sering kekurangan informasi antara 

satu dengan lainnya, dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu 

langsung. Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi pre order yang 

dilakukan oleh debitor, kreditor dapat menggunakan instrumen. 

3. Hidayat dengan judul Implementasi Akad Istishna’ dalam Jual Beli Mebel 

Tinjauan Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta 

Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).
15

  

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut membahas tentang 

mplementasi  akad. stishna‘ dalam jual beli mebel di UD Cipta Indah 

sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang 

dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan  

informasinya. Dari metode pembayarannya juga sesuai dengan akad 

dibolehkannya pembeli membayar dimuka, di tengah maupun di akhir saat 

barang yang dipesan telah siap untuk di kirim. 

                                                 
14

 Novinda Tri Siswandari, ―Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan 

Internet,‖ Tesis Universitas Islam Indonesia (2017). 
15

 Hidayat, ―Implementasi Akad Istishna‘ Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi‘i 

Dan Mazhab Hanafi, (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Bendo Kec. Ponggok Kabupaten Blitar),‖ 

Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Wanprestasi  

1. Pengertian Wanprestasi  

Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa 

―tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,baik karena 

undang-undang.‖ Buku III Kitab Undang–undang Hukum Perdata 

menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena 

dikehendaki oleh pihak–pihak yang terkait dalam perikatan. 

Istilah wanprestasi atau dalam ranah hukum perdata di Indonesia 

sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari 

bahasa Belanda yaitu dari kata ―wan‖ yang artinya tidak ada, kata 

―prestasi‖ yang diartikan prestasi / kewajiban. Jadi wanprestasi 

berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

yang telah diperjanjikan.
17

 

 

Pelaksanaan perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak 

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Wanprestasi adalah 

suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya pembeli 

tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam 

perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.
18

 

Wanprestasi berarti prestasi yang tidak dipenuhi sebagaimana 

mestinya atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya wanprestasi 

adalah suatu kegagalan, suatu kelalaian dari yang seharusnya dilakukan. 

Secara spesifik, kegagalan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban 

hak dan kewajiban dalam perjanjian, atau untuk menjalankan perjanjian. 

                                                 
17

 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2008, 45. 
18

 Nindyo Pramono, hukum komersil (Jakarta : Pusat penerbitan UT,2003), h. 21. 
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Wanprestasi adalah ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum 

perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi 

dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat 

dipakai istilah ―pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan 

pelaksanaannya jani untuk wanprestasi. apabila ia tidak memenuhi 

kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti 

yang telah diperjanjikan
19

 

 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa wanprestasi adalah keadaan 

dimana pembeli karena salahnya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini pembeli tidak 

melaksanakan prestasi karena kesengajaan atau kelalaian. 

Pada dasarnya tidak dipenuhinya kewajiban oleh pembeli 

disebabkan oleh dua alasan yaitu: 

1) Karena ada kesalahan dari pembeli baik dengan sengaja maupun 

karena kelalaian (wanprestasi 

2) Karena keadaan diluar keamanan dan kemampuan pembeli yang 

disebut dengan keadaan memaksa.
20

 

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 

antara kreditor dan debitor. 

Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan 

somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah 

dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila 

somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa 

persoalan ke pengadilan. Pengadilan yang memutuskan debitor 

wanprestasi atau tidak.
21

 

 

                                                 
19

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung, Sumur, 2012), 17 
20

 Subekti, Hukum Perjanjian, 67. 
21

 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 18. 
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Seseorang yang dianggap wanprestasi atau ingkar janji dalam Pasal 

37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1238 KUH Perdata 

adalah apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu 

telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan 

bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya 

waktu yang ditentukan. 

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 

Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua orang atau 

lebih yang merupakan para pihak dalam perikatan. Pihak – pihak dalam 

perikatan tersebut sekurangnya terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang 

wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak 

atas prestasi tersebut (kreditor).
22

 

Ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyebutkan bahwa ―Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, 

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian 

biaya, rugi, dan bunga. 

Adapun ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata bahwa ―Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh 

dituntut akan penggantiannya, pada umumnya terdiri atas rugi yang telah 

dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmati. Ada 3 macam 

wanprestasi termasuk dalam kontrak jual beli, bagi penjual yang berupa: 

                                                 
22

 Nindyo Pramono, hukum komersil (Jakarta : Pusat penerbitan UT,2003), h. 21. 



 

 

13 

1) Tidak menyerahkan barang sebagai objek jual beli 

2) Pemilikan barang sebagai objek jual beli tidak aman bagi pembeli. 

3) Adanya cacat barang tersembunyi yang menjadi objek jual beli.
23

 

Wanprestasi bagi penjual, yaitu jika penjual tidak melakukan 

kewajibannya sesuai dengan kontrak/perjanjian tersebut berupa tidak 

menjamin dengan aman mengenai barang sebagai objek jual beli dari 

klaim pihak ketiga. Oleh karena itu, wanprestasi bagi pembeli, yaitu jika 

pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak / perjanjian 

tersebut berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya.
24

 

Menurut Kompilasi Hukum E konomi Syariah buku II tentang 

aqad Pasal 36, bentuk wanprestasi ada empat macam: 

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukanny 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya. 

3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambah 

4) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
25

 

Transaksi jual beli untuk setiap kelalaian itu ada resiko yang harus 

ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli 

itu, menurut para pakar fiqh, di antaranya adalah barang yang dijual bukan 

milik penjual (barang itu sebagai titipan al wadi‘ah atau jaminan utang di 

tangan penjual barang itu adalah barang hasil curian). 

                                                 
23

 Salim HS, 18. 
24

 Pipin Syarifin, Hukum Dagang Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 236. 
25

 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : Citra aditya, 2001), 

h. 70 
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Sedangkan menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah 

pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata tidak di antarkan dan 

atau tidak tepat waktu, atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau 

barang yang diserahkan itu tidak sesuai yang disetujui. Dalam 

kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.
26

 

 

Apabila kelalaian berkaitan dengan keterlambatan pengantaran 

barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan 

unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila 

dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan atau barang yang dibawa 

tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. 

Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqh disebut dengan adh-dhaman, 

secara harfiah boleh berarti jaminan tanggungan. 

3. Akibat Wanprestasi 

Batalnya persetujuan atas dasar Pasal 1266 KUHPer tidak secara 

otomatis berlangsung dengan terpenuhinya syarat tersebut.Pihak yang 

ditimpa wanprestasi harus menggugat pembatalan, sedangkan pengandalan 

terhadap pemenuhan syarat batal pada galibnya terbuka bagi kedua belah 

pihak, juga dinamakan pemecahan perjanjian.
27

 Pihak yang menderita 

wanprestasi dapat menggugat dinamakan pemecahan perjanjian 

pembatalan pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi. 

Pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam praktinya sangat 

beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan 

dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil 

keuntungan dari perjajian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak 

juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai 

macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli, 

                                                 
26

 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gava Media, 2000), 121. 
27

 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 148-149 
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dengan alasan/dalih yang diampaikan sehingga perjanjian jual beli 

yang disepakati tersebut tidak dilaksanakan/ ditepati.
28

 

 

Wanprestasi ditimbulkan pihak Pembeli, maka menimbulkan 

kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu Pembeli diharuskan membayar 

ganti-kerugian kreditur. Adapun akibat hukum bagi pembeli yang lalai 

melakukan wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi kreditur yaitu: 

1) Menuntut pemenuhan perikatan. 

2) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat 

timbal-balik menurut pembatalan perikatan. 

3) Menuntut ganti rugi. 

4) Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi. 

5) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.
29

 

 

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi 

pembeli yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga 

kategori, yakni membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti 

rugi). Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni: 

a) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-

nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak 

b) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaa 

kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debito 

c) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang 

sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.
30

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa akibat yang sangat penting 

dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta ganti rugi 

atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya.Adanya kewajiban ganti rugi 

pembeli, maka Undang-undang menentukan bahwa pembeli harus terlebih 

dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Dan rumusan Pasal 1338 

                                                 
28

 Munir Fuady, Hukum Kontrak, Bandung,: Citra Aditya Bakti, 2003, h 76 
29

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: intermassa,2005), h. 148 
30

 Haroen, Fiqih Muamalah 78. 
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KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat secara sah, artinya memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan itu, mengikat dan 

mempunyai daya berlaku. 

 

4. Macam-macam Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau 

kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang 

melakukan perjanjian, menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak 

melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.
31

 

Wanprestasi dapat diartikan prestasi buruk, wanbeheer yang berarti 

pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk yang membawa akibat yang 

merugikan bagi pembeli, karena pada saat tersebut pembeli berkewajiban 

untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar 

janji tersebut.
32

 Macam–macam wanpretasi dijelaskan sebagai berikut: 

a. Membayar tetapi Terlambat 

Seperti yang sudah terjadi pelaksaan mengenai waktu prestasi 

adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah di tetapkan didalam 

perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi 

dapat dikatan prestasi sesuai dengan keinginan.
33

 

Wanprestasi yaitu dengan telat melakukan pembayaran kepada 

pihak penjual yang sudah yang mulai menipis. Sehinnga menyebabkan 

                                                 
31

 P.N.H. Simanjuntak, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, h 

339-340 
32

 Subekti, Hukum Perjanjian, , h.21 
33

 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurispridensi, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2012, h. 8 



 

 

17 

kerugian yang dialami, kerugiannya berupa melambatnya produksi kue 

adee tersebut yang diakibatkan telat pembayaran yang dilakukan.
34

 

Uraian di atas bahwa masalah yang sering terjadi yang 

dilanggar oleh pihak pedagang yaitu telat pembayaran yang dilakukan 

oleh pihak pedagang. Ketika pada saat pembayaran sesuai dengan 

perjanjian yang diperjanjikan, pihak pedagang tidak membayarnya, 

sehingga arus khas bisnis yang dijalankan tidak stabil, hal ini sama 

sekali tidak diharapkan oleh setiap produsen lainnya apabila terjadinya 

wanprestasi yaitu terlambat pembayaran. 

b. Melaksanakan Prestasi Tapi Tidak Sempurna 

Apabila prestasi pembeli masih dapat diharapkan 

pemenuhannya, maka pembeli dianggap memenuhi prestasi tetapi 

tidak sempurna, dalam melaksanakan suatu prestasi tetapi dalam 

pelaksaannya pembeli melaksanakan yang berbeda dari isi perjanjian.
35

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa wanprestasi salah satu 

permasalahan yang terjadi akibat dari wanprestasi yaitu melaksanakan 

prestasi tapi tidak sempurna yang biasanya terjadi pada perjanjian jual 

beli di masyarakat.
36

 

Pihak pedagang dalam melaksanakan prestasinya tidak 

sempurna atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sempurna seperti, 

didalam perjanjian konsinyasinya telah disebutkan hak-hak dan 

kewajiban pihak pedagang menjadi tanggung jawab pedagang. Dalam 

                                                 
34

 P.N.H. Simanjuntak, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia, h. 22 
35

 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, 69 
36

 P.N.H. Simanjuntak, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia, h. 34 
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kenyataanya masih ada pihak pedagang yang tidak menunaikan 

kewajibannya seperti kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian pihak 

kejadian tersebut menjadi salah satu macam-macam wanprestasi yang 

dilakukan para pihak. 

c. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali 

Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya 

suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera 

janji/ingkar janji dari para pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian.
37

 Jadi apabila yang berutang 

(pembeli) tidak melakukan yang telah diperjanjikan, maka dapat 

dikatakan melakukan wanprestasi. 

Seorang pembeli yang memiliki suatu prestasi terhadap 

pembeli tetapi tidak melaksnakan prestasinya sebagaimana yang telah 

diperjanjikan. Dalam hal ini pembeli telah dikatakan wanprestasi jika 

hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang 

memaksa pembeli tidak dapat melaksanakan kewajibanya.
38

 

Sehubungan dengan pembeli yang tidak memenuhi prestasi 

maka dikatakan pembeli tidak memenuhi prestasi sama sekali, 

terjadinya wanprestasi dengan pedagang yang terjadi adalah tidak 

melaksanakan prestasi sama sekali kepada pihak pembeli yaitu tidak 

membayar sama sekali hasil dari penjualan tersebut.  

                                                 
37

 Subekti, Hukum Perjanjian, 28 
38

 Herry Kurniawan, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Malang: Universitas Brawijaya 

Press, 2014, h. 45 
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Pedagang untuk menagih bayaran yang telah jatuh tempo, para 

pihak menanyakan kepihak dengan pembayarannya tidak dilakukan 

Pihaknya menerima jawaban dari para pihak karena uang dari jualan 

tersebut digunakan untuk keperluan lain.
39

 

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka 

wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu 

dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan 

tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, 

wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam 

perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun 

tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu 

peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan 

kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran 

kepantasan tidak sama bagi setiap orang. 

 

5. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi 

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi suatu yang diwajibkan. 

Pengertian yang hampir sama dikutip ahli bahwa wanprestasi adalah 

Prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagai mana 

mestinya oleh pembeli.
40

 

Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam 

suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus 

                                                 
39

 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, 24 
40

 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 31. 
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memberikan penggantian kerugian yang terjadi. Faktor-faktor penyebab 

wanprestasi ada 3 macam yaitu kesalahan, kelalaian yaitu: 

a. Kesalahan 

Harus dipenuhi syarat-syarat yaitu: 

1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan, 

2) Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu 

bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.
41

 

b. Kelalaian 

Kelalaian adalah apabiala timbulnya kerugian bagi seseorang atau 

barang milik orang lain disebabkan oleh, kurang hati-hatinya 

melakukan suatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana 

dikehendaki oleh hukum.
42

 

c. Kesengajaan 

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan 

dikendaki, oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan 

adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.
43

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor terjadinya wanprestasi yaitu kurangnya kesadaran bagi pembeli 

untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sehingga akibat 

nya salah satu pihak mengalami kerugian. 

 

                                                 
41
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B. Istishna 

1. Pengertian Istishna 

Istishna‘ adalah salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang 

mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli kedua yang 

dibolehkan oleh syariat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Abdul 

Manan Istishna‘ menyerupai produk salam, namun dalam Istishna‘ 

pembayaran dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.
44

 

Adapun Istishna‘ secara terminologi adalah transaksi terhadap 

barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk 

mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan 

dan pekerja pembuat barang itu.
45

  

Menurut ahli fikih, pengertian Isthisna‘ adalah suatu permintaan 

untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang 

materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).
46

 

Istishna’ ( عانصتسا ) adalah bentuk ism mashdar dari kata dasar 

istashna’a-yastashni’u (  عنصتسا –عنصتسي  ). Artinya meminta orang 

lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Sedangkan menurut 

sebagian kalangan ulama dari Mazhab Hanafi, Istishna’ adalah ( لمعلا

 Artinya, sebuah akad sesuatu yang .(عيبم ىلع دقع هيف طرش ةمذلا يف

tertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang 

berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat 

sesuatu, ―Buatkan untuk sesuatu dengan harga sekian dirham maka 

akad Istishna‘ telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.
47

 

 

Transaksi bai‘ Istishna‘ merupakan kontrak penjualan antara pembeli 

dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima 

                                                 
44
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 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h124 
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pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang 

lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi telah 

disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. 

Al-Istishna‘ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen 

/pengrajin/penerima pesanan (shani’) dengan pemesan (mustashni’) 

untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu 

(mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi 

tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bias 

dilakukan dimuka, tengah, atau akhir.
48

 

 

Istishna‘ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat 

barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari 

pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat 

atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya kepada pembeli akhir. 

Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, 

apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan 

sampai suatu waktu pada masa yang akan dating.
49

 

Konsep isthisna‘ dan salam sukar untuk dibedakan. karena konsep 

asasnya sama, seperti sama pesanan yang belum ada ketika akad. Kedua 

kontrak tersebut hukum nya dibolehkan karena diperlukan orang banyak, 

Istishna‘ ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan qabul dari si 

penerima pesanan. Pemesan adalah sebagai pembeli dan si penerima 

pesanan sebagai penjual. Secara sederhana, Istishna‘ boleh disebut sebagai 

akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama. 

                                                 
48
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2. Dasar Hukum Istishna’ 

Adanya dasar hukum atau syarat dan ketentuan yang berlaku dalam 

sebuah transaksi, semata-mata merupakan tindakan pencegahan terhadap 

hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. 

Adanya ketentuan yang diberikan untuk menjaga dari segala hal yang 

menyakiti orang lain. 

Akad Isthisna‘ adalah akad yang halal yang didasarkan atas 

petunjuk Al-Quran, Sunnah dan Ijmak dalam kalangan muslimin. 

Dalam fiqih klasik, masalah isthisna‘ mulai muncul setelah 

menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan 

dalam Majallatul al-ahkam al-Adliyah. Sebagai salah satu bahasan 

khusus. Karena itu, kajian akad bai' al-isthisna‘ ini didasarkan pada 

ketentuan yang dikembangkan oleh fiqih Hanafi dan perkembangan 

fiqih lakukan fuqaha kontemporer.
50

 

 

Adapun Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No: 

06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli al-Istishna, menurut mahzab 

Hanafi, Istishna hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan 

oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang 

mengingkarinya.
51

 

 Akad Istishna‘ adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar‘i 

di atas petunjuk Al-Qur‘an, As-Sunnah, dan Al-Ijma‘ dikalangan muslim, 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Al-Qur‘an  

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:  

حَلذ 
َ

ُ وَأ لَۡۡيۡعَ  ٱللّذ مَ  ٱ ْ  وحََرذ ا   ٱلرِّبوََٰ
                                                 

50
 Syafi‟I Antonio, Bank Syariah teori dan Praktik Jakarta: Gema Insani, 2015. 113 

51
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(Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), h. 146. 
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Artinya: ―Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba‖.
52

  

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama menyatakan 

bahwa  hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-

nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. 

Ayat tersebut menerangkan perintah dan larangan dalam jual 

beli yang mengacu pada perbuatan riba. larangan yang sangat tegas 

dalam perbuatan riba sehingga bagi mereka yang menganggap bahwa 

perbuatan riba termasuk keumuman dalam sebuah transaksi maka 

perbuatan tersebut termasuk orang yang kemasukan syaitan. Begitu 

keras larangan terhadap riba sehingga Allah telah memberi jaminan 

neraka kepada mereka yang masih melakukan perbuatan riba. 

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:  

هَا يُّ
َ

أ يوَ ٱ يََٰٓ ِ سَمّّى فَ  لَّذ نُّ جَلٖ 
َ

يوٍۡ إلَََِٰٓ أ ينَتُم بدَِ تدََا نَيُوآْ إذَِا  ُ  ٱءَا   ٢٨٢… كۡتُبُوه
Artinya: ―Hai orang-orang beriman, apabilah kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya‖
53

  

 

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-

Quran, ini merupakan nasehat dan bimbingan dari Allah swt bagi 

hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah 

tidak tunai, hendaknya menuliskannya supaya lebih dapat menjaga 

jumlah dan batas waktu muamalah lebih menguatkan bagi saksi.
54
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2) As-Sunnah  

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat 

kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa 

raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak 

distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin 

stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan 

sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan 

beliau.‖ (HR.Muslim). 

 

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad Istishna‘ 

adalah akad yang dibolehkan.  

3) Al-Ijma‘  

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam 

secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma‘) bahwa akad 

Istishna‘ adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak 

dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang 

mengingkarinya, tidak ada alasan untuk melarangnya.
55

 

Para ulama hanafiah berpendapat bahwa akad isthisna‘ boleh 

berdasarkan dalil istihsan yang ditujukan dengan kebiasaan 

masyarakat melalui akad ini sepanjang masa tanpa ada yang 

mengingkarinya, sehingga menjadi ijmak tanpa ada yang 

menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk 

dalam makna hadis ―umatku tidak akan bersepakat dalam 

kesesatan.
56

 

 

Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga berwenang 

mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad 

Istishna‘ dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI 06/DSN-

MUI/VI/2000 tentang Istishna‘. Fatwa ini mecakup beberapa hal yaitu 

ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya. 
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3. Rukun dan Syarat Istishna’ 

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli istiṣnā: 

Rukun transaksi Istishna‘ meliputi: 

1) Transakstor, yakni pembeli (mustashni‘) dan penjual (shani‘ 

2) Objek akad meliputi barang dan harga barang 

3) Ijab dan Qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli 

Istishna‘ kedua belah pihak.
57

 

Rukun isthisna‘ menurut hanafi adalah ijab dan qabul. Akan tetapi, 

menurut jumhur ulama, rukun isthisna‟ ada tiga, yaitu: 

a. Aqid yaitu shani‟ (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan 

mustashni‟ (orang yang memesan) atau pembeli. 

b. Ma‟qud „alaih yaitu „amal (amal pekerjaan), barang yang dipesan dan 

harga atau alat pembayaran. 

c. Shighat atau ijab dan qabul.
58

 

Sedangkan syarat-syarat Istishna‘ adalah sebagai berikut: 

1) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan 

untuk melakukan jual beli.  

2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. 

3) Produsen (shani‘) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk 

membuat atau mengadakan barang pesanan. 

4) Mashnu‘ (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang 

jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu dan jumlahnya. 

5) Barang (mashnu‘) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang 

dilarang syara‘ (najis, haram, tidak jelas. 

6) Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
59
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Adapun syarat-syarat Isthisna adalah sebagai berikut : 

a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan 

sifat karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad). 

b. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang 

yang akan dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut iman 

abu hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-

syarat salam, penyerahan alat pembayaran (harga) dimajelis akad.
60

 

 

Sedangkan menurut iman Abu Yusuf dan Muhammad, syarat 

tidak diperlukan. menurut mereka, isthisna‟ hukumnyasah, baik 

waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan, 

penentuan waktu bisa dilakukan dalam akad isthisna.
61

 

Uraian di atas bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam 

segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua 

belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan 

(sighat), perbuatan (fi'il), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam 

bentuk tulisan (khitabah) orang yang berjauhan. 

 

4. Bentuk-Bentuk dalam Jual Beli Isthisna 

Fatwa DSN-MUI, bahwa kebutuhan masyarakat untu memperoleh 

sesuatu, sangat sering memerlukan pihak ketiga atau pihak lain untuk 

membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli 

isthisna‟ adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang 

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 

pemesan dan pembuat atau penjual.
62
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Isthisna‟ meruapakan transaksi jual beli cicilan pula seperti 

transaksi al-murabahah al-muajjal. Namun berbeda dengan jual beli al- 

murabahah di mana barang diserahkan di muuka sedangkan uangnya 

dibayar cicilan, dalam ithisna barangnya diserahkan di belakang walaupun 

uangnya juga sama-sama di bayar cicilan.  

Metode pembayaran pada jual beli al-murabahah al-muajjal sama 

persis dengan metode pembayaran dalam jual beli isthisna‘ yakni 

sama-sama dengan sistem angsuran. Satu-satunya yang 

membedakan di antara keduanya adalah waktu penyerahan 

barangnya. Sedangkan dalam isthisna‘ barang diserahkan, yakni di 

akhir periode pembiyaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barang 

tersebut belum jadi atau terwujud.
63

 

 

Sebuah kontrak bai‘al-isthisna‘, bisa saja pembeli mengizinkan 

pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak 

tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak isthisna‟ 

kedua untuk memenuhi kewajibanya pada kontrak pertama, kontrak baru 

ini dikenal dengan nama isthisna‘ paralel.  

Isthisna‘ menyerupai produk salam, tetapi dalam isthisna‘ 

pembayaranya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali 

pembayaran. Isthisna‘ dalam bank syariah umumnya diaplakasikan pada 

pembiyaan manufaktur dan konstruksi.
64

 

Bila nasabah membutuhkan pembiyaan untuk produksi sampai 

menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan falisitas bay‘ al-isthina, 

melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan baran dengan harga yang 

disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah 
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keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan 

pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses 

produksi, setiap selesai saatu tahap, Kemudian melakukan pembayaran 

untuk proses berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut 

hingga jadi sebuah barang. Oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab 

pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai 

menghasilkan barang jadi sesuai dengan kualitas yang telah di perjanjikan. 

5. Hakikat Akad Istishna 

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakikat akad 

Istishna‘ ini. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual-beli barang yang 

disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari 

akad salam dan jual-beli jasa (ijarah).  

Sebagian lainnya menganggap sebagai dua akad, yaitu akad ijarah 

dan akad jual beli. Pada awal akad Istishna‘ akadnya adalah akad ijarah 

(jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan 

memproduksi barang dipesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli.
65

 

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad 

Istishna‘. Karena pihak pertama yaitu pemesan dan pihak kedua yaitu 

produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan 

menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh 

produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjad barang 

olahan yang diinginkan oleh pemesan. 
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C. Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Al-Istishna’) 

Sebagian Fukaha Kontemporer berpendapat bahwa bay‟ isthisna‟ 

adalah sah atar dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual 

beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan obyek barang tersebut pada 

saat penyerahaan. Demikian juga kemungkinan terjadi persilisihan atas jenis 

dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan 

ukuran serta bahan material.
66

 

Transaksi Bai‘ al-Istishna‘ merupakan kontrak penjualan antara 

pembeli dan pembuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembuat 

menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui 

orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi 

yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua 

belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. pembayaran 

dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu 

waktu pada masa yang akan dating.
67

 

 

Menurut jumhur fuquha jual beli al-Istishna‘ merupakan suatu jenis 

khusus dari akad bai‘ as-salam. dengan demikian, ketentuan jual beli al-

Istishna‘ mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli as-salam. Sungguhpun 

demikian, para ulama membahas lebih lanjut ―keabsahannya‖ jual beli al-

Istishna‘ dengan penjelasan sebagai berikut: 

Menurut mahzab Hanafi, Bai‘ al-Istishna‘ termasuk akad yang dilarang 

karena bertentangan dengan semangat Bai‘ secara Qiyas. Mereka 

mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan 

dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam Bai‘ al-Istishna‘, pokok kontrak itu 
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belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian Mahzab Hanafi 

menyetujui kontrak Istishna‘ atas dasar alasan berikut: 

a. Masyarakat telah memperaktekkan Bai‘ al-Istishna‘ secara luas dan terus 

menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan Bai‘ 

al-Istishna‘ sebagai kasus Ijma atau konsensus umum. 

b. Di dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap Qiyas. 

c. Keberadaan Bai‘al-Istishna‘ didasarkan atas kebutuhan masyarakat. 

Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar 

sehinggamereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain 

membuatkan barang untuk mereka. 

d. Bai‘ al-Istishna‘ sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan 

kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah.
68

 

 

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli al-Istishna‘ 

adalah sah atas dasar Qiyas dan aturan umum syariah. Demikian juga 

kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat 

diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta 

bahan material pembuatan barang tersebut.
69

 

Pemesanan barang (jual beli al-Istishna‘) menurut mayoritas ulama 

termasuk salah satu aplikasi jual beli as-salam. Sehingga, berlaku 

baginya seluruh syarat-syarat jual beli as-salam, kemungkinan yang 

terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan 

pembayaran mengetahui barang yang akan diserah terimakan nanti 

baik jenis, ukuran maupun waktu pembayarannya.
70

 

 

Menurut kalangan Hanafiyah pemesanan adalah perjanjian tersendiri 

yang memiliki hukum-hukum tersendiri pula. Mereka berbeda pendapat. 

Apakah bentuk ini merupakan perjanjian atau transaksi biasa.  

Sandaran kalangan Hanafiah tentang disyariatkannya pemesanan 

barang itu adalah berdasarkan konsep Istishna. Istishna menurut 

mereka adalah beralihnya seorang Mujtahid dari satu hukum dalam 

satu perkara yang status hukumnya sama dengan perkara sejenis 
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karena alasan yang lebih kuat yang mengharuskan ia meninggalkan 

pendapat pertama.
71

 

 

Menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanbalilah, jual beli 

pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang 

disepakati bersama. Namun ulama Syafi‘iyah berpendapat, barangnya dapat 

diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan 

terjadi penipuan.
72

 

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar fikih Islam di Universitas 

Damaskus, Suriah), praktik jual beli pesanan di dunia modern pada 

saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan 

eksport). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya 

(produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya 

barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab 

itu, jual beli pesanan yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan 

dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil 

mungkin.
73

 

 

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian 

terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, 

kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan 

(konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun 

dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh 

meminta ganti rugi meminta diganti sesuai pesanan biasanya dicantumkan 

dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam partai besar). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang 

tengah terjadi pada suatu perusahaan.
74

 Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif lapangan, yaitu: ―penelitian yang menghasilkan 

prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi 

lainnya.
75

 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian, pengalaman 

merupakan cara terbaik. Hal ini dikarenakan peneliti dalam pengumpulan 

data dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data tertentu 

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif pada masalah tentang 

wanprestasi jual beli pesanan (istishna) pada usaha kue di Pasar Kota 

Gajah. 

2. Sifat Penelitian  

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan suatu objek untuk 

mengambil suatu kesimpulan berlaku secara umum.
76
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Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam 

bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
77

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian melalui bahasa atau kata, keterangan peneliti pahami bahwa 

penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan wanprestasi jual beli 

pesanan (istishna) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.  

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan 

suatu penelitian. Sumber data adalah dari mana data diperoleh.
78

  Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data 

primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sedangkan menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sumber data 

primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Sumber data primer adalah ―sumber data pertama di 

mana sebuah penelitian dihasilkan‖
79

 

Uraian di atas sumber data primer diperoleh dari sumber pertama 

yaitu yang faham tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti  yaitu penjual 

yaitu Ibu siti, Ibu Puji dan Ibu Lis yang menjadi informasi yang berkaitan 

                                                 
77

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 6. 
78

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 172. 
79

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga, 2001), 129. 



 

 

35 

dengan masalah penelitian yaitu meliputi wanprestasi jual beli pesanan 

(istishna) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah. 

2. Sumber Data Sekunder 

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui 

buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang 

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.
80

 Sumber sekunder adalah 

yang tidak bisa member informasi langsung kepada pengumpul data 

seperti lewat dokumen, orang lain dan sebagainya.
81

 

Sumber data sekunder diharapkan menunjang dalam mengungkap 

data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer 

menjadi lebih lengkap hasil penelitian dan buku yang sudah ada 

relevansinya dengan penelitian yang berkaitan wanprestasi jual beli 

pesanan (istishna) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus 

ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.
82
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Bentuk komunikasi untuk memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yaitu: 

penjual yaitu Ibu siti, Ibu Puji dan Ibu Lis yang menjadi informasi yang 

berkaitan masalah penelitian guna mendapatkan keterangan tentang 

wanprestasi jual beli pesanan (istishna) pada usaha kue di Pasar Kota 

Gajah.  

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku surat kabar majalah, prasasti, 

notulen rapat lagger agenda dan sebagainya‖
83

 Dokumentasi yaitu metode 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau 

dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun 

catatan harian lainya.
84

 

Uraian di atas dapat disempulkan bahwa teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang 

diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau 

catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan wanprestasi jual beli 

pesanan (istishna) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah. 

D. Teknik  Analisis Data 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan 
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dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena 

berwujut keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).‖
85

 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisanya 

dipergunakan cara berpikir induktif. Dalam penelitian ini data diperoleh dari 

berbagai sumber dengan menggunakan tekhnik analisis data dengan 

(Triangulasi) dimana dalam analisis data dalam penelitian.  

 

 

 

 

 

Gambar: 1 Model Analisis Interaktif (interactive model) 

Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah, yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data 

lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Reduksi Data, yakni proses pereduksian data dfalam bentuk uraian yang 

lengkap dan banyak.
86

 Mereduksi databerarti merangkum, memilah hal 

pokok, dicari tema dan polanya danmembuang yang tidak perlu. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaska bahwa proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan 

sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagianya dengan 

maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. 

2. Display Data 

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan 

peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu 

dari penelitian. Penyajian data melalui modelgrafis, sehingga keseluruhan 

data serta bagian-bagian detailnyadapat dipetakan dengan jelas.
87

 Display 

data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tindakan.  

Sajian data adalah mengorganisasikan data yang sudah direduksi. 

Diberikan dalam bentuk narasi kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis mengacu pada rumusan masalah. Sajian data yang disampaikan 

berupa tabel dan analisis dari data pada tabel tersebut berupa narasi. 

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan  dan didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
88
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Verifikasi data (data verification) dalam penelitian ini pada merupakan 

penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian.Penarikan 

kesimpulan merupakan tahap akhir atas pola-pola atau konfigurasi tertentu 

dalam penelitian ini sehingga menggambarkan secara untuk terhadap seluruh 

rangkaian kegiatan penelitian. Sejak awal kegiatan pengumpulan data seorang 

peneliti sudah harus memahami arti berbagai hal yang dimulai dengan 

melakukan pencatatan  pernyataan, arahan sebab akibat dan berbagai 

proposisi. Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna 

terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari tema, persamaan, hal-hal 

lain yang sering timbul dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Sejarah Kampung 

Belum semua orang tahu asal usul nama Kotagajah yang berada di 

Lampung Tengah yang kini telah berkembang cukup pesat, mungkin 

warga kotagajah sendiri. Kota yang memiliki 6 kampung ini berdiri sejak 

1974, merupakan pemekaran dari Kecamatan Punggur. 

Nama Kotagajahyang memiliki luas wilayah sekitar 7,13 Ha, 

berasal dari di temukannya kubangan gajah oleh penduduk setempat yang 

merupakan warga transmigrasi yg berasal dari Pulau Jawa. Kubangan 

menjadi Lapangan Kotagajahdan Badan Diklat Lampung Tengah. Bapak 

Busro (alm) Sesepuh dusun Margorahayu 1 menjelaskan," Kotagajah 

memiliki tengkorak kepala gajah yang cukup langka yang sekarang di 

pajang di ruang kantor kampung Kotagajah. "Beratnya ada sekitar 23 

kilogram. maka dari itu kecamatan ini bernama kotagajah", tutupnya. 

Sejak berdiri tahun 1974 sampai sekarang Kampung Kotagajah 

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Barat telah mengalami 

beberapa pergantian Kepala Kampung dengan susunan sebagai berikut 

Tabel  4.1 Data Kepala Kampung Kotagajah 

Nama Periode Keterangan 

H. Busyro 1974 - 1999 Tetua Kampung 

H. Towikin Hr 1999 - 2007 Kepala Kampung 

Suharto 2008 - 2013 Kepala Kampung 

Eka Setianingsih, S.Pd 2014 - 2015 Kepala Kampung 
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Hamidi 2015 - 2016 Plt. Kepala Kampung 

Akhmadi, MS 2017 - 2019 Pj. Kepala Kampung 

Akhmadi, MS 2020 - Sekarang Kepala Kampung 

 

2. Profil Kampung Kotagajah 

Kampung Kotagajah adalah salah satu Kampung yang terletak di 

Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Nama 

Kotagajahberasal dari di temukannya kubangan gajah oleh penduduk 

setempat yang merupakan warga transmigrasi yang berasal dari Pulau 

Jawa. Kubangan itu saat ini menjadi Lapangan Kotagajahdan Badan Diklat 

Daerah Lampung Tengah. Bapak kasro (alm) Sesepuh dusun Margorahayu 

1 menjelaskan, "Kotagajahmemiliki tengkorak kepala gajah yang cukup 

langka yang sekarang di pajang di ruang kantor kampung Kotagajah. 

"Beratnya ada sekitar 23 kilogram. maka dari itu kecamatan ini bernama 

kotagajah", tutupnya. 

Table  4.2 Kampung Kotagajah terbagi menjadi 9 Dusun 

 

No Nama Dusun 

1 Dusun Purwodadi 

2 Dusun Kauman 

3 Dusun Kotasari I 

4 Dusun Kotasari II 

5 Dusun Tanggul Rejo 

6 Dusun Tanjung Perak 

7 Dusun Margoarahayu I 

8 Dusun Kampung Baru 

9 Dusun Margorahayu II 

 

Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi 

yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, 
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menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja, pemerintahan yang baik 

dan bertanggungjawab. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala 

aspek kehidupan, menjujung tinggi menghormati hak azasi manusia, 

menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum 

mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip otonomi. 

3. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Kampung Kotagajah 

Kecamatan Kotagajah dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini: 

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kotagajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Kampung Kotagajah. 

Kepala Kampung 

Akhmadi, MS 

Kasirun 

andi 

Kasi 

Pertanian  

Paidal  

Kaur 
Keuangan  

Suparman 
Kaur Pembangunan 

 

Hariyanto  

ndrean 

Kaur Umum  
 

Bahrun 

RW I  
 

Nyono  

RW II  
 

Wawan  

RW VI 
 

Yandi 

RW V 
 

Joko  

RW IV 
 

Ruwanto  

RW III  
 

Rahmat 

S 



 

 

43 

B. Bentuk Aqad Jual Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Kue di Pasar 

Kotagajah. 

Jual-beli pesanan (Istishna) merupakan salah satu bentuk akad jual-beli 

harga barang dibayarkan tunai pada saat di majelis akad, sedangkan barang 

yang dibeli belum ada, hanya sifat, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, 

waktu penerimaan barang. Pada jual beli pesanan (Istishna) terdapat rukun 

dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Jika suatu rukun ataupun syarat jual 

beli pesanan (Istishna) tersebut tidak dipenuhi maka transaksi jual beli  

pesanan (Istishna) tersebut menjadi batal atau tidak sah. 

Akad merupakan sarana setiap orang memenuhi keinginan, kebutuhan 

dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan 

dan jasa dari orang lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akad 

merupakan sarana sosial untuk mendukung umat manusia sebagai 

makhluk sosial, ini menunjukkan bahwa dalam hidup sehari-hari atau 

kehidupan kita tidak terlepas yang namanya perjanjian/akad, yang 

merupakan sarana memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan.
89

 

 

Jual beli secara pesanan atau dalam Islam disebut jual beli pesanan 

(Istishna), akad isthisna merupakan akad yang dilakukan dengan membuatkan 

barang dimana bahan bakunya berasal dari pihak pembuat atau penjual. Salah 

satu diantaranya adalah jual beli dengan cara pesanan.  

Ketentuan Islam jual beli seperti ini disebut bai‘ al- Istishna‘ yang 

merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang, 

kedua belah pihak harus saling setuju atau sepakat terlebih dahulu 

tentang harga dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau 

secara angsuran.
90

 

 

Praktik dalam jual beli  pesanan (Istishna) yang dilakukan di Pasar 

Kotagajahterdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Kedua 
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pihak merupakan orang yang diperbolehkan melakukan akad/perjanjian. 

Kedua pihak juga sudah memenuhi syarat ‗aqid jual beli yaitu berakal, 

mumayyiz, dan selanjutnya jual beli dilakukan dengan sengaja tanpa tekanan. 

Sehingga dilihat dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian jual beli 

tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

Suatu pernyataan ijab dan qabul bisa berbentuk lisan maupun tulisan 

bahkan isyarat bagi orang bisu. Jual beli juga bisa dilakukan melalui 

perantara misalnnya via telepon atau surat menyurat. Jual beli seperti 

ini diperbolehkan menurut syara‘ bagi penjual dan pembeli yang tidak 

berada dalam majelis dengan tetap memperhatikan ketentuan syara‘.
91

 

 

Hukum Islam objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad 

berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang hukum syara, dan 

memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Pihak sehingga tidak ada 

unsur tadlis baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kue-kue yang dipesan 

tersebut harus dilakukan akad/perjanjian atau mendapat izin dari pemilik 

sahnya, tidak dikaitkan hal lain dan tidak dibatasi waktunya. 

Jual beli pesanan (Istishna) yang dilakukan di Pasar Kotagajah. Penjual 

pembeli bertemu langsung dan perjanjian/akad dilakukan secara jelas 

apakah ingin melakukan jual beli secara kontan atau bertahap. Penjual 

memilih pembayaran bertahap dikarenakan penjual memiliki kebutuhan 

ekonomi yang sangat mendesak dan disepakati oleh pembeli.
92

 

 

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar uang dengan kue-kue yang 

dipesan yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak menjual kue-kue yang 

dipesan tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai kesepakatan. Jual beli 

dihalalkan dalam ajaran Islam. Jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah 

jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Jual beli (Istishna) 
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yang dilakukan di Pasar Kotagajah yaitu pembeli akan datang langsung ke 

Pasar Kotagajah untuk memesan kue-kue yang dipesan melalui telepon 

Seperti yang disampaikan oleh pemilik usaha berikut ini: ―Untuk 

memesan kue, pembeli biasanya datang langsung ke Pasar Kotagajah, 

tapi kadang ada juga yang menghubungi melalui telepon.
93

 

 

Pada saat memesan kue tersebut, pembeli akan menyebutkan kriteria 

atau spesifikasi kue-kue yang dipesan yang diinginkan pembeli. Hal ini sesuai 

dengan yang dikatakan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah: 

Saat memesan kue, pembeli menjelaskan ingin dibuatkan kue-kue yang 

dipesan apa, terus motifnya bagaimana, bahan yang digunakan dan juga 

warnanya‖
94

 
 

Umumnya saat memesan kue, pembeli akan memberikan DP atau yang 

biasa disebut dengan uang muka. Uang muka ini merupakan sebagai tanda jadi 

antara pemilik usaha kue dan pembeli telah bersepakat dengan apa yang telah 

diakadkan. Wawancara pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah. 

Untuk pembeli yang ingin memesan kue, pembeli akan memberikan DP 

dulu. Lalu akan dilunasi setelah kue-kue yang dipesan yang dipesan 

selesai dibuat. Ada yang memberikan DP dulu, lalu kue-kue yang 

dipesannya belum selesai dibuat tapi sudah dilunasi, ada yang 

membayar pada saat kue-kue yang dipesan dalam proses pengerjaan 

dan akan dilunasi pada saat kue selesai dibuat. DP diminta sebagai 

tanda jadi bahwasanya pembeli jadi memesan dan untuk membeli bahan 

untuk membuat kue-kue yang dipesan yang dipesan‖
95

 
 

Penulis bertanya mengenai apakah pernah ada pembeli yang memesan 

kue tapi belum memberikan DP sama sekali ? ―Pernah. Itu karena kami 

sudah sangat kenal dengan pembeli itu.
96

 
 

Penulis juga bertanya mengenai harga dari masing-masing kue yang 

dihasilkan oleh usaha kue: ―Harganya ya beda-beda tergantung sama 

ukurannya, sama motifnya, sama bahan yang digunakan.
97
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Setelah pembeli memesan kue sesuai dengan spesifikasi atau kriteria 

yang diinginkan, selanjutnya disepakati harganya, kapan kue-kue yang 

dipesan selesai dibuat dan juga kapan pembayaran dilakukan oleh pembeli, 

kemudian pemilik usaha kue menulis kue yang akan dipesan. Seperti hasil 

wawancara dengan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah yaitu: 

Adapun pembeli dari sekitar Pasar Kotagajahberasal dari berbagai desa, 

ada yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah seperti 

Punggur, Ngestirahayu, Seputih Raman, Gunung Sugih, dan lain-lain.
98

 

 

Harga kue-kue yang dipesan pembeli luar daerah berbeda dengan yang 

pembeli dalam daerah. Hal ini dikarenakan jauhnya lokasi pembeli 

tersebut dan besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk mengantar 

kue-kue yang dipesan pesanan tersebut.
99

 

 

Salah satu usaha yang memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk 

mengembangkan bisnisnya, karena usaha berkenan dengan kebutuhan tempat 

tinggal semakin menjadikan bisnis. Penyerahan kue-kue dipesan pesanan. 

Setelah itu pembeli biasanya akan langsung melunasi sisa pembayarannya. 

Hal ini seperti yang dikatakan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah: 

―Kalau kue-kue yang dipesan sudah selesai kami buat, maka akan kami 

antarkan kerumah pemesan itu. Selesainya kue kami buat dan kami 

antarkan biasanya akan dilunasi kekurangannya. Tapi ada juga yang 

belum melunasinya padahal kue-kue yang dipesan sudah kami antar di 

rumahnya dan janjinya akan dilunasi setelah kue-kue sudah selesai 

dibuat dan diantarkan dirumah pemesan.
100

 

 

Pembeli yang memesan di Pasar Kotagajahbiasanya sudah kenal 

dengan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah, tapi ada juga yang mengetahui 

Pasar Kotagajahini dari saudara, kerabat ataupun teman. Seperti hasil 

wawancara dengan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajahsebagai berikut: 

                                                 
98

 Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah  tahun 2023 
99

 Wawancara dengan Ibu Puji  sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah  tahun 2023 
100

 Wawancara dengan Ibu Lis sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah  tahun 2023 



 

 

47 

―Biasanya pembeli yang memesan disini memang karena sudah kenal 

dengan saya, tapi ada juga yang memesan karena melihat saudaranya 

atau kenalannya pernah memesan disini, dan dilihatnya mungkin kue-

kue yang dihasilkan esui dengan keinginan, makanya dia memesan 

disini juga‖
101

 

 

Terkait masalah pembatalan pesanan, pemilik usaha kue di Pasar 

Kotagajah mengatakan:  

―Pernah. Tetapi jarang sih terjadi. Pernah ada pembeli yang memesan 

kue-kue buat tasyakuran, dan pembeli itu meminta dibuatkan dengan 

bahan yang berkualitas dan sudah memberikan DP, tapi pada saat saya 

membeli bahannya, ternyata bahannya lagi kosong, dan harus 

menunggu dulu, jika tidak mau menunggu maka membatalkan pesanan, 

sehingga DP tersebut kami kembalikan.
102

 

 

Akad jual beli pesanan pada usaha kue menurut Ibu Siti adalah akad 

yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan itu kami anggap sebagai 

akad, seperti halnya pemesan meminta dibuatkan sebuah kue buat acara 

sukuran dan kami membuatkanya dengan waktu yang ditentukan 

setelah itu pemesan menyerahkan uang muka.
103

 

 

Sedangkan menurut Ibu Puji adalah setiap kami melakukan kerjasama 

dengan orang lain kami tidak pernah menggunakan akad yang secara 

jelas, akan tetapi kami hanya menerima permintaan pembeli untuk 

dibuatkan kue dan kami membuatnya dengan waktu yang diberikan 

serta uang muka, setelah selesai kue-kue pesanan tersebut di antar pada 

pembeli. Dalam hal kami anggap sebagai akad dalam kerjasama ini.
104

 
 

Menurut Ibu Siti adalah kami tidak ada menggunakan akad secara jelas, 

hanya meminta dibuatkan kue seperti kue jajanan pasar lalu kami 

membuatnya dengan memberikan uang muka atau DP.
105

 
 

Menurut Ibu Lis adalah setahu kami akad itu, datangnya pembeli 

ketempat kami, kemudian menunjukkan gambar yang akan dibuat 

dengan memberikan ukurannya, kemudian pemesan menanyakan harga, 

setelah harga disepakati kemudian pemesan memberikan uang 

mukanya, dengan meminta waktu 1 minggu kami memgerjakannya.
106
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Menurut Ibu Puji adalah pemesan datang ketempat pembuatan kue, lalu 

mengatakan bisa dibuatkan lemper lambang sari dan risoler ukuran ini, 

kemudian kami membuatkannya, pemesan memberikan uang muka 

dengan waktu yang diberikannya dan menurut kami itulah akad.
107

 

 

Hasil wawancara dengan para narasumber dapat digambarkan bahwa 

bentuk akad dalam jual beli pesanan pada usaha kue ini tidak memahami apa 

itu sebenarnya akad, mereka hanya melakukan sesuai dengan kebiasaan yang 

ada, pembeli datang ketempat pembuatan kue lalu dia memesan sebuah kue 

jajanan pasar  atau jenis kue-kue pesanan lainnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dalyusman: kami datang ketempat 

produksi kue-kue pesanan dengan minta dibuatkan sebuah kue jajanan 

pasar, sambil kami memperlihatkan bentuk kue jajanan pasar yang 

dibuat, setelah itu kami membuat sebuah kesepakatan dengan si 

pembuat kue untuk dapat diselesaikan pada waktu yang telah 

disepakati. Dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, apabila 

kue-kue yang dipesan telah selesai dan kue-kue yang dipesan sudah 

diantar barulah pembayaran dilunasi.
108

 

 

Sedangkan menurut Surti: kami tidak ada melakukan akad secara pasti, 

kami hanya melakukan akad dengan cara kami datang ke ketempat 

pembuatan kue minta dibuatkan lemper lambang sari dan risoler dengan 

jumlah yang diinginkan lalu memberikan uang muka waktu selama 2 

sampai 3 hari pembuatan.
109

 

 

Adapun tanggung jawab kedua belah pihak adalah bagi si pembuat kue 

harus menyelesaikan pesanan dengan tepat pada waktunya, sesuai dengan 

jadwal disepakati di awal akad. Sedangkan tanggung jawab pemesan atau 

disebut dengan pembeli, harus membayar pesanannya kue dengan tepat waktu. 

Berdasarkan penjelasan yang para narasumber kemukakan di atas dapat 

dipahami bahwa pada saat melakukan akad antara si pembuat kue dan 

pemesanan tidak terlihat adanya wanprestasi atau ingkar janji. Dan praktek 
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yang dilakukan antara para pihak mengarah kepada akad Istishna‟. Yang 

mana telah sesuai dengan rukun dan syaratnya yaitu 

1. Rukun Istishna‟ sebagai berikut 

a. Aqid yaitu shani‟ (orang yang mebuat / produsen) atau penjual, dan 

mustashni‟ (orang yang memesan / pembeli), atau pembeli. 

b. Ma‟qud „alaih, yaitu „amal (pekerjaan), kue-kue yang dipesan yang 

dipesan, dan harga atau alat pembayaran. 

c. Shiqhat atau ijab dan qabul 

2. Adapun syarat-syarat Istishna‟ adalah sebagai berikut 

a. Menjelaskan tentang jenis kue-kue yang dipesan yang dibuat, macam, 

kadar, dan sifatnya karena kue-kue yang dipesan tersebut adalah kue-

kue yang dipesan yang dijual (objek akad). 

b. Kue-kue yang dipesan tersebut harus berupa kue-kue yang dipesan 

yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana, dan lain-lain. 

c. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan kue-kue yang 

dipesan yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam 

Abu Hanifah, akad berubah menjadi Istishna dan berlakunya syarat-

syarat Istishna, seperti penyerahan alat pembayaran di majelis akad. 

 

Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak 

diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, Istishna‟ itu hukumnya 

sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, 

penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad Istishna.
110

 

 

Menurut kebiasaan masyarakat dalam jual beli pesanan pada usaha kue 

tersebut mereka menetapkan waktu penyerahan kue-kue yang dipesan, dilihat 

dari syarat Istishna‟ pada poin 3 dijelaskan karena menurut adat kebiasaan, 

penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad Istishna‟. Jadi dapat 

disimpulkan jual beli pesanan usaha kue ini mengarah kepada akad Istishna‟. 

Namun setelah akad terjadi disana terlihat adanya wanprestasi, dimana ketika 

pemesan menanyakan kue-kue yang dipesan yang telah dipesan pada waktu 

yang ditentukan, belum selesai si pembuat kue sehingga terjadi keterlambatan 

pengantaran kue-kue yang dipesan yang akan dibahas pada poin selanjutnya. 
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C. Akibat Wanprestasi Terhadap Aqad Jual Beli Pesanan (Istishna) pada 

Usaha Kue di Pasar Kotagajah 

Wanprestasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Seorang pembeli dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau 

terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Selain 

itu, wanprestasi dapat juga terjadi karena keadaan memaksa (overmatch), 

artinya di luar kemampuan pembeli. 

Wanprestasi dalam praktik jual beli pesanan (Istishna) secara bertahap di 

Pasar Kotagajahini terjadi ketika penjual tidak memenuhi janjinya. Yang mana 

penjual belum menyerahjkan kue yang dipesan pada saat pembeli melunasi 

sisa pembayaran pesanan kue. Akibat kebiasaan yang dilakukan masyarakat 

pada akad jual beli pesanan pada usaha kue di Pasar Kotagajah mengenai 

waktu penyerahan kue-kue yang dipesan maka akadnya harus terpenuhi. 

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran kue-

kue pesanan, dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tidak sesuai 

dengan perjanjian, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. 

Apabila saat pengantaran kue-kue yang dipesan itu terjadi kerusakan 

(sengaja atau tidak), atau kue-kue yang dipesan yang dibawa tersebut 

tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka kue-kue yang dipesan 

itu harus diganti.
111

 

 

Menurut penjelasan Bapak Hasbi:  

Apabila si pembuat kue tidak menyelesaikan pesanan kami sesuai dengan 

tanggal yang telah disepakati maka kami meminta ganti rugi dalam 

bentuk denda. Denda itu ditentukan oleh pemesan sebagai bentuk 

kerugian yang ditanggung oleh pemesan karena tidak bisa menggunakan 

kue pesanan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati.
112

 

 

Ketika hal yang sama di tanyakan kepada si pembuat kue, sebagaimana 

yang dikatakan Ibu Lis:  
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Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti kami 

terlambat menyelesaikan pesanan, sebelumnya kami meminta maaf 

kepada pihak pemesan dengan memberikan alasan kenapa terlambat dan 

kami meminta waktu tambahan untuk menyelesaikannya.
113

 
 

Sedangkan menurut Ibu Puji memberikan keterangan bahwa:  
 

Apabila adanya kelalaian yang terjadi seperti kami terlambat dalam 

menyerahkan kue-kue yang dipesan kami akan mendapatkan denda.
114

 

Penerapan ganti rugi yang dilakukan oleh pemesan kepada si pembuat 

kue dilakukan dengan denda yang dibebankan kepada pemesan. 
 

Hanya saja tidak semua pihak yang menggunakan haknya ketika terjadi 

kelalaian sebagaimana yang dikatakan Ibu Siti:  

Ketika kami menjelaskan terlambatnya penyelesaian kue-kue yang 

dipesan ada pemesan yang menerimanya dan tidak menuntut ganti rugi 

karna berlandaskan kepercayaan saja dan adanya sikap toleransi. Mereka 

memberikan kelonggaran waktu menyelesaikannya dengan peringatan 

apabila belum selesai dalam waktu 2-3 hari akan mendapatkan denda.
115

 

 

Sedangkan menurut penjelasan Ibu Lis:  

Ketika terjadi keterlambatan penyelesaian kue-kue yang dipesan dengan 

diberikan waktu tambahan 2 minggu, namun setelah kue-kue yang 

dipesan selesai pihak pemesan tetap meminta ganti rugi kepada kami 

dengan pemotongan harga yang seharusnya dibayar kira-kira Rp. 

6.000.000,- malah dibayar Rp. 5.000.000, namun hal tersebut tidak sesuai 

dengan kesepakatan diawal.
116

 

 

Menurut keterangan dari Ibu Surti menjelaskan:  

Ketika terjadi kelalaian dalam penyelesaian kue-kue yang dipesan, pihak 

pembuat kue telah memberikan alasan penyebab terlambatnya 

dikarnakan yang biasa membuat lagi ada halangan pada saat itu, namun 

kami hanya ingin kue-kue dipesan kami pesan selesai oleh si pembuat 

kue dengan alasan apapun, jika belum selesai akan diberikan sangsi.
117

 

 

Menurut keterangan Dalyusman menjelaskan:  

Ketika kami datang untuk menjemput kue-kue yang dipesan namun kue-

kue yang dipesan belum selesai yang seharusnya selesai pada saat itu, 
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yang sesuai dengan kesepkatan diawal, kami meminta ganti rugi dan kue-

kue yang dipesan yang dipesan harus tetap diselesaikan.
118

 

 

Ketika ditanyakan kepada pemesan denda apa yang diberikan dan apa 

alasannya, menurut Bapak Hasbi:  

Berupa pemotongan harga, alasannya karena denda itu ditentukan oleh 

pemesan maka kami menetapkan denda berupa pemotongan harga, 

karena itu akibat dari kelalaiannya.
119

 

 

Setelah terjadinya kelalaian pihak yang dirugikan, ada yang melanjutkan 

kesepakatannya. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Surti:  

Ketika waktu penyerahan yang disepakti telah tiba, saya menanyakan 

apakah kue-kue yang dipesan telah selesai, si pembuat kue mengatakan 

belum selesai dengan alasan karena yang biasa membuat ada halangan 

sehingga pembuatan kue tidak tepat waktu. Dikarenakan kue-kue belum 

selesai si pembuat kue meminta tambahan waktu untuk 

menyelesaikannya dan akadnya tetap berlanjut.
120

 

 

Menurut keterangan Bapak Dalyusman menjelaskan: 

Karena kami membutuhkan kue-kue untuk tasyakuran tersebut kami 

melanjutkan kesepakatan tersebut dengan membuat kesepakatan kembali 

dengan waktu yang diberikan 3 hari lamanya.
121

 

 

Uraianh yang dikatakan Ibu Siti: kami tetap melanjutkan kesepakatan 

dengan mengulang perjanjiannya kembali dengan diberi waktu.
122

 

Menurut Penjelasan Ibu Lis : Akibat kue-kue yang dipesan belum selesai 

kami meminta waktu tambahan untuk menyelesaikannya dan melakukan 

kesepakatan kembali.
123

 

 

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para narasumber, dapat 

disimpulkan bahwa akibat dari kelalaian salah satu pihak yang dilakukan 

dengan unsur senganja atau tidak maka pihak yang lain merasa dirugikan, dan 

mereka meminta ganti rugi karena diawal akad mereka telah melakukan 

kesepakatan bahwa waktu tempo penyerahan telah ditentukan pada saat itu. 
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Praktek yang terjadi pihak pembuat kue tidak sengaja melakukan 

kelalaian itu, dan pihak pembuat kue pun telah memberikan alasan yang jelas 

kepada pemesan namun pihak pemesan tetap meminta ganti rugi. Ganti rugi 

yang diberikan oleh pemesan kepada si pembuat kue berupa pemotongan 

harga, dan dilihat disana tidak adanya musyawarah oleh para pihak. 

Sedangkan menurut perjanjian kue-kue yang dipesan harus diserahkan ke 

rumah pembeli pada waktu tertentu, ternyata tidak di antarkan dan atau 

tidak tepat waktu, atau kue-kue yang dipesan itu rusak dalam perjalanan, 

yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Dalam 

kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.
124

 
 

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran kue-

kue yang dipesan, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan 

dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. 

Apabila dalam mengantarkan kue-kue yang dipesan itu terjadi kerusakan 

(sengaja atau tidak), atau kue-kue yang dipesan yang dibawa tidak sesuai 

dengan contoh yang disepakati, maka kue-kue yang dipesan itu harus diganti. 

Pentingnya adh-dhaman dalam perjanjian agar dalam akad yang telah 

disetujui kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi dalam 

keadaan memaksa fiqh Islam tidak menghukumi orang yang berbuat 

tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut, asalkan 

orang tersebut telah berbuat maximal untuk memenuhi prestasinya, dan 

Islam mengapresiasi orang memberi kelapangan pembayaran utang.
125

 
 

Mengenai pengaruh paksaan terhadap akad, menurut mayoritas ahli- ahli 

hukum Islam, paksaan berakibat batalnya akad yang dibuat di bawah paksaan 

baik tindakan hukum yang dapat difasakh, seperti akad jual beli, akad sewa 

menyewa, hibah dan semacamnya maupun tindakan hukum yang tidak dapat 

di fasakh, seperti akad nikah, talak dan rujuk. 
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Akad dengan paksaan menurut jumhur ulama Hanafi adalah fasid dan 

apabila paksaan itu sudah tidak ada lagi pihak yang dipaksa itu 

mempunyai khiyar untuk membatalkan atau meneruskan akad. Akan 

tetapi, menurut Zufar, muridnya Abu Hanifah, akad orang yang dipaksa 

itu maukuf, bukan fasid.
126

 

 

Alasan Zufar ini, apabila dikatakan bahwa akad tersebut fasid seperti 

pendapat kebanyakan ahli hukum Hanafi, sementara akad itu dapat diteruskan 

atau dibatalkan setelah paksaan berakhir, tidak cocok dengan definisi fasid 

sendiri, karena semua akad yang fasid wajib dibatalkan karena tidak sah inilah 

yang lebih logis dan benar kualifikasinya, yaitu bahwa akad itu maukuf. 

Bila diamati tampak bahwa pandangan Zufar dari Mazhab Hanafi ini 

lebih mirip dengan pandangan hukum Barat bahwa perjanjian yang 

dibuat di bawah paksaan itu tidak batal demi hukum, melainkan dapat 

dibatalkan.
127

 

 

Wanprestasi yang dilakukan dalam jual beli pesanan pada usaha kue 

merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan dalam 

fiqh menjelaskan bahwa wajib memenuhi akad-akad yang telah dibuat. 

Dalam hal ini hakim atas gugatan yang diajukan oleh yang menuntut 

haknya dapat melarang orang yang tidak menunaikan kewajiban tersebut 

untuk membatalkan tindakan hukum terhadap hartanya karena dapat 

memudharatkan kepada orang lain.
128

 

 

Dalam Islam, bila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan 

hukum tidak dilaksanakan oleh pembeli, atau dilaksanakan tetapi tidak 

sesuai sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak 

pembeli. Kesalahan atau wanprestasi dalam fikih disebut at-ta‟addi yaitu 

suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara‟. 

Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam 

sebuah perjanjian.
129

 

 

Islam, jika seorang pembeli seperti produsen melakukan wanprestasi dan 

merugikan pihak pembeli, maka produsen wajib memberikan ganti rugi yang 
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lebih dikenal dengan istilah daman al aqad yakni tanggung jawab perdata 

memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad.  

Sehingga dpat dipahami bahwa ganti rugi dalam Islam lebih 

menitikberatkan pada tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan 

suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah 

pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian di pihak lain sehingga 

pihak yang merugikan wajib mmemberikan dhaman.
130

 

 

Uraian di atas bahwa pada dasarnya Islam telah mengatur secara jelas 

mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian, jika salah 

satu pihak melakukan at-ta‟addi, maka tentu pihak yang merasa dirugikan bisa 

menuntut daman atas ingkar akad yang dilakukan. Setelah penulis melihat dan 

meneliti permasalahan yang berkaitan dengan jual beli pesanan usaha kue 

tersebut, terjadinya keterlambatan penyerahan kue-kue yang dipesan. 

Kelalaian pihak pembuat kue dilakukan dengan tidak sengaja, namun 

pihak pemesan meminta ganti rugi berupa pemotongan harga tanpa adanya 

persetujuan terlebih dahulu, namun dalam Islam keterpaksaan tersebut 

hukumnya tidak sah karena tidak ada keridhaan ketika akad. Namun 

terjadinya wanprestasi akibat dari tidak adaannya kesepakatan dari awal 

perjanjian bahwa apabila terjadi kesalahan antara salah satu pihak akan 

mendapatkan ganti rugi sehingga terjadinya perselisihan diantaran kedua belah 

pihak. Sebaiknya pada awal akad harus dijelaskan secara jelas, apabila pihak 

memesan meminta waktu pembuatan selama 2-3 hari maka pihak pembuat 

kue. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak lagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa bentuk akad yang 

terdapat pada jual beli pesanan pada usaha kue ini yaitu masyarakat tidak 

mengenal apa itu akad menurut mereka akad itu adalah datangnya pihak 

pemesan ke tempat si pembuat kue dengan memesan sebuah kue jajanan 

pasar. Praktek yang dilakukan para pihak telah sesuai dengan akad Istishna‟, 

pembayaran ditangguhkan dan kue-kue yang dipesan diserahkan kemudian. 

Namun setelah akad terjadi disana terlihat adanya wanprestasi yaitu pihak 

pembuat kue terlambat pengantaran kue pesanan kepada pembeli, yang mana 

keterlambatan tersebut tanpa disengaja oleh si pembuat kue. 

Pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Kotagajah tersebut 

menimbulkan kesenjangan akan tetapi setelah penulis meneliti mengenai hal 

ini termasuk kepada wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam menetapan 

sanksi yang dilakukan oleh pemesan berupa pemotongan harga yang 

dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan antara para pihak yang 

mengakibatkan pihak pembuat kue tidak ridha atau adanya keterpaksaan 

dalam akad tersebut. Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka). 

Transaksi yang dilakukan oleh para pihak tersebut hukumnya tidak sah karena 

tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya jual beli yaitu saling rela antara 

kedua belah pihak. Kerelaan tersebut merupakan syarat mutlak keabsahannya 

jual beli. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah 

sebagai berikut:  

1. Diharapkan pembeli lebih hati-hati dalam melakuan perjanjian atau 

transaksi jual beli, khususnya dalam aqad jual beli pesanan (Istishna) pada 

usaha kue. Selain itu pembeli harus memahami terkait dengan praktik 

mua‘amalah agar terhindar dari perbuatan riba, gharar, maupun tadlis. 

2. Diharapkan penjual mampu bersikap sportif dan penjual lebih 

meningkatkan kesadaran dalam bermu‘amalah sesuai ketentuan syara.  
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